
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.842, 2021 BKN, Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 

Sipil. 
 

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, untuk memberikan perlindungan 

dan kelancaran dalam menjalankan cuti Pegawai Negeri 

Sipil, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang berupa 

guru dan dosen yang mendapat liburan, cuti sakit, cuti 

tahunan tambahan, cuti yang akan dijalankan di luar 

negeri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, 

sehingga perlu disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti 

Pegawai Negeri Sipil; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1728); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

 

Pasal I 

Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka III huruf A angka 15 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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15. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah 

dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang 

mendapat liburan menurut peraturan perundang-

undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. 

 

2. Ketentuan angka III huruf C diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. 

2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat 

keterangan sakit secara tertulis kepada atasan 

langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter 

baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin 

praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang 

berwenang. 

3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK 

atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk 

memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat 

keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri 

yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh 

pejabat/instansi yang berwenang. 

4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan 

tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan 

keterangan lain yang diperlukan. 

5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 

diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.  

6. Jangka waktu cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada 

angka 5 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) 

bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat 

keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang kesehatan.  

7. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus 

diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan 
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yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada angka 7 PNS belum 

sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena 

sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

9. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas 

cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) 

bulan. 

10. Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud 

pada angka 2 dan angka 3, PNS mengajukan 

permintaan secara tertulis.   

11. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana 

dimaksud pada angka 10, atasan langsung atau 

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan 

cuti sakit. 

12. Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana 

dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat 

menurut contoh dengan menggunakan formulir 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

13. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh 

karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga 

yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak 

atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari 

penyakitnya. 

14. Selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima 

penghasilan PNS. 

15. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14, 

terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya 

sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah 

yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. 
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3. Ketentuan angka III huruf F ditambahkan 2 (dua) angka 

baru yakni angka 6 dan angka 7 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 

6. Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan 

tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat 

dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama 

merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun 

berjalan. 

7. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana 

dimaksud pada angka 6 dapat digunakan pada tahun 

berikutnya. 

 

4. Di antara angka 3 dan angka 4 pada angka IV disisipkan 

1 (satu) angka yakni angka 3A dan angka 4 sampai 

dengan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

3. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti 

melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang 

akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat 

diberikan oleh PPK. 

3A. Dalam hal diperlukan PPK sebagaimana dimaksud 

pada angka 3, dapat memberikan kuasa kepada 

pejabat lain di lingkungannya. 

4. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang 

bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari 

PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa 

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 3A, 

pejabat yang tertinggi di tempat PNS bekerja dapat 

memberikan izin sementara secara tertulis untuk 

menggunakan Cuti. 

5. Pemberian izin sementara harus segera 

diberitahukan kepada PPK atau pejabat lain yang 

mendapat kuasa. 

6. PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa setelah 

menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
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pada angka 5 memberikan hak atas cuti kepada PNS 

yang bersangkutan. 

 

Pasal II 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Juli 2021 

 

KEPALA 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd. 

 

         BIMA HARIA WIBISANA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 26 Juli 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd. 

 

BENNY RIYANTO 

 

 




